
MENTERI KEUN-lOAN 
REPUBLIK INOONESIA 

. SALINAH 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1/KMK .05/2012 

TENTANG 

PENETAPAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYA.SA . 
. PADA R~MENTERiAN -P~NDIDIKANDAN KEBUOAYMN SEBAOAI 

INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

·Menimbang 

Mengingat 

\ 

BADAN LAYANAN UMUM . 

MEr:,JTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. .ba}_1wa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perau,iran 
,Pemerintah Nornor 23 Tahuh 2005 tentang Pe~gelolaan 
Keuang_an Badan tayanan Umum, lnstap.si Penierintah 
yang telah roemenuhi persyaratan substailtif, t~knis, dan 
administratif dapat ditetapkan sebagai InstJ;tpsi P~merintah 
yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Ba.clan; Layanan 
Umum (PK-BLU) · setelah rnemperoleh persetujuaµ M·enteri 
Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga; . 

b. bahwa Menteri fendidikan Nas ional mel~ .. h.ti Surat Nomor: • 
415/MPN_/HK/201_1 tanggal . 6 . September 2.011.· telar. 

. mengajukan pen:nohonan aga..r- Universitas Sultan ,Ageng 
Tirtaya;;·a pada Kemel)terian Pendidikan · dan Kc;b.uda_yaav. 
dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang 
menerapkan PK-BLU; 

c. bahwa berdasarkan hasil penilai;m dari. 'f'im Penilai 
yang dituangkan dalam · Berita Acara . Nomor: 
BA-22/Tim-Penilai/2011 tanggal 9 November 2011, 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pa_da Kementerian . 
Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi persyaratan 
untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang· 
menerapkan P~-BLU; · · · 

d. . ba:hwa herdasarkan pertimbangan sebagaimanl;t dimaksud 
pada huruf a, huruf b; dan huruf c.- perlu menetapkan 
Keputusan . Menteri Keuangan teµta,.ng P~netapan 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada • Kementerian 
Pendidikan clan KebudayaQ.n sebagai ·lnstansi" Pemerintah 
yang Menerapkan Pengelolaan · Keuangan Badan Layanan . 
Umum; 

1 ~ · Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tenta.ng .Kcua.ngaJJ 
Negara (Lembaran ·Negara Republik Indonesta Tahun 2003 
Nomor 47,_Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); . · · 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ·20(:)4 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia . Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembar8.ll 
l\.1 ...,. _,......_ .... 0 .... - .... \....l ! t - l - ..J -
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3. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
· Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Le-mbaran 
Negara 'Republik Indonesia Tahun· '.:?00$ Nomor f8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndone~ia 
Nomor 4502); 

- 4.: Keputusan Presiden No~or ,56 /.P T~ll:1 201-o';_ . 

5. Peraturan Menteri Keua.ngan Nomor . 119/PMK.05/20.07 
tentang Persyaratan Administratif · dal~m Rangka . 
Pengusulan dan Pene4lpan Satuan Ketja · lnstansi 
Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan 
Badan, Layanan Umum) 

MEMUTUSKAN: · 

KEPUTUSAN MENTERi KEUANQAN TENTANG PENETAPM 
UNIVERSITAS . SULTAN AGENG TIRTAYASA PAD.A 
KEMENTE;RIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN · SEBAGAI 
INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPI{:AN PENOEl..OiAAN · 
KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM. . . . 

Menetapkan Universitas . Sultan Ageng Ti..tta,yasa · pacla 
Kementerian Pend.idikan · dan Kebudayaan, · seQagai lnstansi. 
Pemerintah yang menerapkan _P1':~LU depgan sfa:rus .13ad.an. --- ... . 
4y~n.n. Umuin secara Penuh (BU) sec.ara: Penuh).. . . . . 

S~tus BLU seca,a Penuli sebagaimana. di,ma}:t~~:l' dalQ.IJl · 
Diktum PERTAMA. memberikan fleksibilitas .. pen~lolaan
keuangan kepada. Univer$H:EtS Sultan Ageng Tirtayasa. pada 
Kementerian Pend.idikan dan Kcbudayaan s~suai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200_5 tentang· 
Perigelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan -peraturan 

. pelaksanaannya. . . . 

Universitas Sultan . Ageng Tirtayasa pada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berstatus BLU secara 
Penuh wajib menyusun sistem ~tans1 paling lwnbat 2·{dua} ,,,.. 
tahun setelah ·universitas Sulta.n . Agerig. Tirt&y,asa· pada 
Kementerian Pendidikan dan Kcbudayaan di~eta,pkan menjadi 
BLU secara Penllh. · 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku · pada . tanggal 
l Janl\ati 2012. 

$alirian Keputus~ Meri.teri ini disampaikan kepada: 

1. . Ketua Ba~an Pemerik$a Keu~gan; 

2. Menteri Pendidikan clan Kebudaya.an; 
3. Sekre'taris JenderaJ, Kementcrian Kcuangan; 

4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian .Keuangan; 
5. Direktur Jendcral Pajak, Kcment~rian Keuangan: 
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6. Dire}{tur Jenderal . Perbendaharaan, Kementerian 
· Keuar:igan; 

7 . Direktur Jenderal Kekaya:an Negara, Kementerian 
Keuangan; 
. . 

, 8. Selcreu;uis Jenderal, Kementerian Pendi:dikan dan 
· · ·.- -·~-K:ebud~yaan_~ · · · · · ' -·-·· '"": · · · · 

-:· 9. lnspektur Jenderal, ·. Kementerian Pendj~~ · dan 
· ,: . -Kebudayaan; · 

10. Direktur Jendcral Pendidikan l'inggi,· Kementerian . 
Pendidikan dan Kebudayaan; -

·,ita-. Rektor Unlversitas Sult.fil?. Ageng Tirtayasa, Kementerian 
""' Pendiclikan dan Kebudayaan; 
12. Di,rektur fembinaan Pengelolaan Keuangan Saoan Layanan 

lJmum, Direktorat Jenderal Perbendaha raan,, Kementerian 
Keuangan; 

13. Kepala Biro Hulrum, Sekretariat ·Jenderal, Kementerian 
~an~; . . . . . 

14. ij'.epala ~tor ·wUaya4 Difektora t Jenderal Perbenciaharaan 
. l¾ovinsi_ Banten, Kementerian Keuangan; · · 

. l5. Kepala Kantor Pelayanan Perpendahar.aan Negar.a Serang, 
· Direktorat Jenderaj. Perbondaharaan, Kementerian 

Keuangan. . · 

SalinM oe~~J.dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUM 

Ditetapkan di Jakarta 
pada.tanggal 3 Jari-uari 2012 

MENTER! KEUANGAN, 

ttd. 

KBJ? J.-~~~~~-~~U,~ ENTERIAN A_GUS D.W. MARTQWARDOJO 
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